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RINGKASAN 

Penulisan skripsi ini berjudul : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN 

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI" berlatar belakang 

pada pelaksanaan penegakan hukum yang kurang harmonis diantara para 

penegak hukum itu sendiri dalam menangani tindak pidana korupsi. 

Pada masa sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap hukum 

dan penegakan hukum khususnya yang menyangkut korupsi sudah 

sedemikian rendahnya, oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan 

masyarakat terhadap hukum dibutuhkan pencapaian sistem peradilan pidana 

yang efisien dan terpadu dalam rangka memperbaiki citra dan wibawa 

hukum. Suatu peradilan pidana (Criminal Justice System) hanya bisa dicapai 

kalau ada keterpaduan diantara sub-sub sistem penegak hukum tersebut. 

Kenyataannya fungsi penegakan hukum sekarang mengalami 

over/aping atau saling tumpang tindih, sehingga tidak jelas job discreption 

diantara masing-masing penegak hukum. Hal ini terbukti dengan adanya 

rebutan kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian dalam memeriksa 

terhadap tiga mantan Direktur Bank Indonesia yang diduga melakukan tindak 

pidana korupsi. Baik kepolisian maupun kejaksaan sama-sama merasa 

berwenang melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

Dari uraian di atas timbul permasalahan sebagai berikut : Apakah 

sebab-sebab terjadinya rebutan kewenangan menyidik tindak pidana korupsi 

antara kejaksaan dan kepolisian, Bagaimanakah peraturan perundang­

undangan yang ada mengatur kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan upaya-upaya 
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apakah yang perlu dilakukan agar tidak terjadi rebutan kewenangan menyidik 

tindak pidana korupsi antara kejaksaan dan kepolisian . 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan membahas 

masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. 

Metode penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis 

normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan penyusun 

adalah studi kepustakaan. Dalam melakukan analisa terhadap data dan 

permasalahan yang akan dibahas, penyusun menggunakan data deskriptif 

kualitatif. 

Uraian fakta, dasar hukum, dan landasan teori juga telah dituangkan 

dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya rebutan kewenangan menyidik 

terhadap tindak pidana korupsi antara kejaksaan dan kepolis ian adalah 

dikarenakan tumpang tidihnya peraturan perundang-undangan yang 

memberi wewenang kepada mereka. 

Melihat kenyataan tersebut di atas penyusun menyarankan, 

sebaiknya diciptakan suatu kepastian hukum mengenai siapa yang berhak 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, polisi, jaksa atau 

keduanya. lni berarti perlu dilakukannya program legislasi nasional dengan 

konsekuen, artinya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus 

ditinjau kembali terutama bunyi pasal yang saling bertentangan. 




	isi.pdf
	Image20140814114840-m1

	daftar.pdf
	Image20140814114840-m1


